MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN KEPADA
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dan
pengelolaan dana dekonsentrasi, perlu dilakukan
perubahan terhadap program kepemudaan dan
keolahragaan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat;

b. bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5
Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan
Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam
rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2020
tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan
Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan kepada Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka
Penyelenggaraan Dekonsentrasi sudah tidak sesuai
dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi,
sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5
Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan
Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam
rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik



Menetapkan
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);

7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun
2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan
Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan kepada Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 358) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2020
tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan
Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan kepada Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1306);

8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 997);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,
Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA
DAN OLAHRAGA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN KEPADA GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan
Olahraga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam
Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 358) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor
5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Pelimpahan  Sebagian Urusan Pemerintahan  Bidang
Kepemudaan dan Keolahragaan kepada Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan
Dekonsentrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1306) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi
dilaksanakan untuk program kepemudaan dan
keolahragaan melalui kegiatan pengelolaan sentra
pembinaan olahraga prestasi.

(2) Pendanaan untuk Dekonsentrasi dialokasikan untuk
kegiatan bersifat nonfisik, yang menghasilkan
keluaran yang tidak menambah aset tetap.

(3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan
Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagian  kecil @ Dana  Dekonsentrasi  dapat
dialokasikan sebagai dana penunjang untuk
pelaksanaan tugas administratif dan/atau
pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan
penunjang lainnya.

(4) Penentuan besarnya alokasi dana penunjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran,
ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan
karakteristik kegiatan di lingkungan Kementerian
Pemuda dan Olahraga.

(5) Penyusunan konsep DIPA harus memperhatikan
indikasi program, kegiatan, alokasi anggaran, dan
lokasi kegiatan yang dituangkan dalam RKAKL atau
satuan anggaran per satuan kerja Kementerian
Pemuda dan Olahraga.

(6) Alokasi anggaran per kegiatan dan per satuan kerja
Dana Dekonsentrasi untuk pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 6
(1) Setiap 3 (tiga) bulan, kepala Perangkat Daerah yang
menangani sebagian Urusan Pemerintahan bidang



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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keolahragaan yang dilimpahkan wajib melaporkan

pelaksanaan kegiatan kepada Menteri dengan

tembusan kepada:

a. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;

b. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
dan

c. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan

Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), wajib menyusun laporan

pertanggungjawaban meliputi:

a. laporan manajerial; dan

b. laporan akuntabilitas.

Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a meliputi:

a. perkembangan realisasi penyerapan dana;

b. pencapaian target keluaran;

c. kendala yang dihadapi; dan

d. saran tindak lanjut.

Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b meliputi laporan keuangan dan

laporan barang.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) terdiri atas:

a. neraca;

b. laporan realisasi anggaran; dan

c. catatan atas laporan keuangan.

Laporan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan bidang penatausahaan barang milik

negara/daerah.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 151

adp jesuai aslinya
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